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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Rumusan Masalah 1 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya 

serta Analisa yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan dari 

perkara dengan terdakwa Sdri. Flora Simbolon terdapat beberapa putusan 

diantaranya adanya putusan Praperadilan Nomor 73/Pid.Pra/2018/PN 

Mdn yang diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2018 dan putusan tingkat 

pertama yakni Pengadilan Negeri yang diucapkan pada tanggal 19 

November 2018. Sementara proses hukum sudah berjalan sampai dengan 

tahap Peninjauan Kembali, putusan Peninjauan Kembali tersebut 

menyatakan bahwa penuntutan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri 

Belawan terhadap terpidana Flora Simbolon tidak dapat diterima. 

Sehingga terlihat antara penegak hukum terdapat mis-koordinasi dalam 

menyidangkan suatu perkara serta tidak mengindahkan proses hukum 

yang sedang ditempuh oleh Pemohon, selanjutnya terhadap implementasi 

kode etik maupun perilaku Hakim dalam memutuskan perkara korupsi 

tidak efektif seperti hakim harus memberikan kesempatan dan perlakuan 

yang sama untuk mendengar, memberi kesempatan tiap pihak untuk 

membela diri, mengajukan bukti, serta memperoleh informasi dalam 

proses pemeriksaan serta bersungguh- sungguh mencari kebenaran dan 

keadilan. 

5.1.2 Rumusan Masalah 2 

Selanjutnya untuk kesimpulan dari rumusan masalah kedua yaitu, 

terhadap tuntutan yang ada, dilihat dari pertimbangan hakim pada 

putusan Praperadilan dimana tidak ada bukti yang jelas terkait kerugian 

negara yang seharusnya kerugian negara tersebut dihitung secara nyata, 

kemudian pada dasarnya Praperadilan sifatnya hanya menguji formil saja 

akan tetapi pada perkara Sdri Flora Simbolon sifatnya sudah menyentuh 
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materi perkara, terhadap tuntutan yang ada tidak dilakukannya penyelidikan 

dan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. 

Sehingga kesimpulan terhadap pertimbangan hakim tersebut di atas terlihat 

bertentangan dengan aturan positif yang berlaku. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Rumusan Masalah 1 

Saran untuk rumusan masalah pertama, adalah dibentuk suatu aturan 

tentang pemberian sanksi terhadap penghinaan lembanga peradilan yang 

telah mengeluarkan putusan gugurnya status tersangka berdasarkan 

putusan praperadilan. 

5.2.2 Saran Rumusan Masalah 2 

Dari analisis dan kesimpulan yang sudah dijelaskan, penulis memberi 

saran untuk pihak terkait membuat aturan hukum mengenai 2 putusan 

pidana dalam satu kasus, serta antara penegak hukum harus 

mengindahkan asas-asas hukum, aturan hukum, perilaku dan kode etik 

dalam proses penegakkan hukum. 
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